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sosialisasi Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

KUR di Manado Tahun 2023 belum optimal,
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demikian, KUR memberikan dampak positif bagi
pengembangan usaha UMKM dengan persyaratan
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kredit macet.

PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat signifikan bagi
perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan
kemiskinan. UMKM di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya memiliki
karakteristik dan jumlah yang sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah. Hingga saat ini
UMKM masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian
Indonesia (Ridwan Maksum et al., 2020; Sarma et al., 2022).

Program Kebijakan KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan
dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan
usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR
bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi dan
disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha dalam wadah koperasi,
yang memiliki usaha feasible tetapi belum bankable (Gherghina et al., 2020; Kilay et al., 2022).

Kebijakan pelaksanaan KUR sejak tahun 2015 diatur dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pokok-pokok
kebijakan KUR saat ini ditetapkan dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
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Indonesia.

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang berisi
tentang pedoman/petunjuk pelaksanaan teknis bagi berbagai pihak baik instansi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Penyalur KUR, Penjamin KUR, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan
instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kebijakan program KUR.

Pada awal diluncurkannya pada tahun 2007, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan
skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Imbal Jasa Penjaminan KUR yang selanjutnya disingkat 1JP-
KUR bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk subsidi Pemerintah
berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin dalam rangka
kegiatan usaha penjaminan yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
Pembiayaan UMKM yang sebelumnya skema IJP menjadi skema subsidi bunga/marjin. Dengan
skema ini, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk
subsidi bunga yang diberikan berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku
bunga yang ditanggung oleh debitur (Salim et al., 2021; Sohibien et al., 2022).

Dalam perkembangannya, KUR skema subsidi IJP sampai dengan 31 Desember 2014
telah disalurkan sebesar Rp. 175,54 triliun. Dalam kurun waktu tersebut pemerintah tidak
menentukan target penyaluran KUR, sehingga realisasi penyaluran KUR pun masih fluktuatif.
Baru pada tahun 2011 diberlakukan target penyaluran KUR yang membuat kinerja penyaluran
KUR menjadi terukur.

Penyaluran KUR pada tahun 2023 mengalami penurunan. Secara nasional, realisasi
penyaluran KUR hingga 26 Desember 2023, mencapai Rp255,8 triliun dari target sebesar Rp297
triliun, dengan penerima manfaat mencapai 4,57 juta debitur. Hal ini berbeda dengan tahun 2022
yang tercatat pencapaian penyaluran KUR sebesar Rp373 triliun dari target Rp365,5 triliun.
Kelesuan dalam penyaluran KUR ini berakibat pada pengurangan target pemerintah, yang
sebelumnya menetapkan target sebesar Rp450 triliun, akhirnya merevisi target menjadi lebih
rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah XXVII Ditjen Perbendaharaan
Manado, Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke-24 dari persentase penyaluran terhadap
target. Sulawesi Utara hanya mencapai Rp1,67 triliun atau 57,93% hingga akhir 2023.

Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2023 telah mencapai target debitur KUR tercapai
sebesar 104,30% (realisasi 33.503 terhadap 32.120 debitur), namun untuk target nilai
penyalurannya belum menunjukkan hasil yang optimal (Rp1,67 triliun terhadap target Rp2,88
triliun).Penyaluran KUR pada tahun 2023 mengalami penurunan di bawah target yang telah
ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pengamatan awal beberapa faktor penyebab penyaluran
KUR yang tidak mencapai target yaitu masih banyaknya UKM yang enggan mengakses kredit
yang disebabkan kurangnya informasi terkait KUR serta pelaku UKM yang tidak memenuhi
syarat terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Program kebijakan KUR, membantu masyarakat dari segi akses permodalan serta dari
segi pembiayaan. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang adalah pelaku usaha,
program kebijakan KUR sangat membantu mereka dalam permodalan sehingga mereka dapat
mengembangkan usaha mereka. Suku bunga yang kecil, persyaratan yang meringankan menjadi
alasan mereka memilih KUR sebagai akses permodalan usaha mereka (Ardely & Ekananda, 2023;
Fianto et al., 2019; Santoso et al., 2020).

Dari hasil observasi dan wawancara dengan para pihak terkait, beberapa hal yang menjadi
permasalahan terkait program kebijakan KUR ini yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah
kepada masyarakat. Beberapa debitur yang diwawancarai menuturkan bahwa mereka mengetahui
program kebijakan KUR ini justru dari pihak bank itu sendiri. Sehingga banyak masyarakat yang

ISSN : 2828-5271 (online)



8600

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol.3, No.6, Oktober 2024
|
tidak tahu bahkan tidak mengerti dan memahami program ini.

Kendala lain yang dihadapi mengapa target KUR Tahun 2023 tidak capai dari segi plafon,
yaitu kurangnya edukasi kepada para debitur terkait pentingnya membayar angsuran dengan tidak
menunda pembayaran atau bahkan menunggak angsuran berbulan-bulan. Hal ini menyebabkan
debitur masuk daftar hitam layanan pinjaman Bl Checking atau Sistem Layanan Informasi
Keuangan (SLIK). Sehingga banyak debitur pada saat ingin mengajukan kembali KUR,
terkendala status kolektibilitas yang buruk akibat tunggakan bayar sebelumnya (Ardely &
Ekananda, 2023; Santoso et al., 2020; Wasiaturrahma et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif.
Untuk penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Studi kasus yaitu merupakan
penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program
kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh
dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis
untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi
kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip (Bahasoan et al., 2024; Chai et al., 2021,
Lindsey & Rathbone, 2022)Tempat penelitian yaitu Kantor Wilayah XXVII Ditjen
Perbendaharaan Manado dan BRI Kantor Cabang Manado Sarapung sebagai salah satu lembaga
penyalur KUR yang mendapatkan kuota KUR terbanyak dari pemerintah.

Fokus penelitian berfungsi sebagai panduan utama dalam pengamatan, sehingga kegiatan
observasi dan analisis hasil dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk
mencapai fokus yang jelas, ditetapkan beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
Indikator-indikator tersebut memastikan bahwa pembahasan tidak terlalu meluas dan tetap
relevan dengan judul serta tujuan penelitian yang ingin dicapai (Ancker et al., 2021; Ullrich et al.,
2020).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif yang bertujuan untuk
memberikan pemahaman mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Proses analisis data terdiri
dari empat tahap penting yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga konsistensi dan
validitas hasil. Tahapan ini meliputi pengumpulan data dari sumber yang relevan, reduksi data
untuk menyaring informasi yang esensial, penyajian data yang membantu memvisualisasikan
temuan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan (Freitas et al.,
2019; Simon, 2019; Yang et al., 2021).

Dalam penerapannya, model analisis data ini mendukung peneliti untuk memproses
informasi secara sistematis, mulai dari tahap awal hingga kesimpulan akhir. Pengumpulan data
dilakukan melalui berbagai teknik yang telah direncanakan, dan reduksi data memastikan hanya
informasi yang relevan yang dipertahankan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, data
disajikan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca, yang kemudian diakhiri
dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan
badan peradilan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam
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arsip kalau tak diimplementasikan.

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan, menganalisis dan
menginterpretasikan penyaluran dan faktor determinan Implementasi Kebijakan KUR di Kota
Manado, maka dilakukan pengumpulan data maupun informasi-informasi yang berkaitan melalui
wawancara dan observasi kepada informan-informan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Setelah dilakukan analisa, maka diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut :

Sosialisasi

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),
terutama melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah, melalui instansi
terkait, diharapkan aktif dalam memberikan informasi tentang program KUR agar masyarakat
lebih mudah memahami manfaat dan persyaratan yang diperlukan. Sosialisasi yang efektif dari
pemerintah daerah akan membantu calon penerima KUR, khususnya para pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM), untuk lebih siap memanfaatkan program ini dalam
mengembangkan usaha mereka (Singh et al., 2023; Zada et al., 2021).

Namun, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku usaha yang
diwawancarai mendapatkan informasi terkait KUR secara langsung dari pihak bank, bukan dari
pemerintah daerah. Ketiga narasumber pelaku usaha yang diwawancarai menyatakan bahwa
informasi tentang KUR didapatkan melalui sosialisasi oleh bank, bukan melalui lembaga atau
instansi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berperan
maksimal dalam menyosialisasikan program KUR secara luas kepada masyarakat. Sosialisasi
yang hanya dilakukan oleh pihak bank membuat informasi yang sampai kepada masyarakat tidak
merata dan berpotensi membatasi akses pelaku usaha yang membutuhkan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.4/5743/S] tertanggal 26 Oktober 2023
menekankan pentingnya akselerasi penyaluran KUR dan menugaskan pemerintah daerah untuk
terlibat aktif dalam proses tersebut. Salah satu tugas yang ditegaskan dalam surat edaran ini
adalah perlunya pemerintah daerah melakukan sosialisasi program KUR agar informasi tersebar
dengan lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan menjalankan fungsi
pengawasan terhadap bank pelaksana agar distribusi KUR benar-benar mencapai target dan
membantu UMKM yang membutuhkan modal usaha (Fernando, 2019; Sarkar et al., 2022).

Minimnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan sosialisasi menyebabkan
potensi kendala dalam mencapai tujuan dari program KUR. Saat ini, akses informasi yang
terbatas membuat sebagian pelaku usaha yang seharusnya menjadi sasaran utama KUR tidak
mengetahui program tersebut dengan baik. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah berisiko
membuat program ini tidak tepat sasaran, yaitu tidak sepenuhnya menjangkau pelaku UMKM
yang seharusnya mendapatkan dukungan modal .

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah dalam
menyosialisasikan dan mengawasi penyaluran KUR agar manfaat program ini dapat dirasakan
secara lebih luas. Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak bank untuk
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif di tingkat komunitas. Langkah ini akan
membantu memastikan bahwa masyarakat, terutama pelaku UMKM, memahami program KUR
dengan baik dan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka
(Dutta & Fischer, 2021; Tiwari et al., 2021).

Persyaratan Perbankan Kepada Ukm Penerima Program KUR
Persyaratan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah diatur secara rinci dalam
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Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk
memberikan acuan yang jelas dalam penyaluran KUR sehingga dapat menjangkau pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara tepat sasaran. Dengan adanya regulasi ini,
pemerintah berharap agar semua pihak yang terlibat, terutama lembaga penyalur seperti bank,
menjalankan program KUR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Aturan ini juga menjadi
landasan dalam menentukan kriteria dan persyaratan bagi calon penerima KUR (Atmojo et al.,
2023; Trinugroho et al., 2021).

Mekanisme penyaluran KUR sepenuhnya dilakukan oleh bank-bank yang telah ditunjuk
sebagai lembaga penyalur. Dalam pelaksanaannya, bank wajib mengikuti syarat dan ketentuan
yang diatur oleh pemerintah melalui Permenko. Bank-bank tersebut diberikan tanggung jawab
penuh untuk memastikan bahwa calon debitur yang ingin mengajukan KUR memenuhi semua
persyaratan yang telah ditentukan. Sebagai lembaga penyalur, bank memiliki peran penting untuk
menyaring calon penerima KUR guna menjaga agar program ini berjalan dengan baik dan sesuai
sasaran (Ridwan & Mayapada, 2022; Rimo, 2020).

Secara umum, persyaratan yang diterapkan oleh setiap bank dalam program KUR tidak
banyak berbeda karena seluruh bank mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah. Meskipun
masing-masing bank mungkin memiliki prosedur internal yang berbeda, syarat-syarat utama
untuk mengakses KUR relatif seragam. Hal ini mencakup kriteria yang harus dipenuhi oleh calon
debitur, seperti memiliki usaha yang produktif dan tidak sedang menerima pinjaman serupa dari
program pemerintah lainnya. Keseragaman persyaratan ini memudahkan calon debitur untuk
memahami kriteria yang diperlukan, tanpa perlu kebingungan terhadap perbedaan antar bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar calon debitur mampu memenuhi
persyaratan yang ditetapkan untuk mengakses KUR. Ini menandakan bahwa kriteria yang dibuat
pemerintah melalui Permenko cukup realistis dan dapat dijangkau oleh para pelaku UMKM.
Dengan persyaratan yang relatif mudah, KUR menjadi salah satu program unggulan pemerintah
dalam mendukung pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan yang terjangkau dan
prosedur yang tidak memberatkan.

Namun, terdapat satu pengecualian penting yang menjadi kendala bagi sebagian calon
debitur, yaitu status daftar hitam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang
dikelola oleh OJK. Calon debitur yang masuk daftar hitam SLIK OJK tidak dapat mengakses
KUR, meskipun telah memenuhi persyaratan lainnya. Masalah ini menjadi perhatian penting
dalam implementasi KUR, karena daftar hitam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk
kegagalan pembayaran pada pinjaman sebelumnya. Oleh karena itu, agar lebih inklusif, perlu
upaya untuk memberikan pembinaan kepada calon debitur yang memiliki riwayat kredit yang
kurang baik, sehingga mereka dapat memanfaatkan KUR untuk memulai kembali usaha mereka

Manfaat Kur Terhadap Pengembangan UKM

Program Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang untuk memberdayakan usaha
kecil agar lebih berkembang dengan dukungan akses kredit yang lebih mudah dan terjangkau.
Salah satu tujuan utama dari program ini adalah membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) dalam memperoleh akses ke lembaga keuangan yang sebelumnya sulit
dijangkau. Dengan adanya KUR, UMKM dapat mengakses pembiayaan yang lebih terstruktur,
sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pinjaman informal atau sumber dana yang memiliki
bunga tinggi. Ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil di berbagai sektor dan
memberikan fondasi yang lebih stabil untuk perkembangan ekonomi lokal (Aslikhah, 2019;
Atmojo et al., 2023).
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KUR juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan peluang
bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka. Saat UMKM
mendapatkan akses permodalan yang terjangkau, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk
mengembangkan usaha dan menciptakan nilai tambah. Peningkatan kapasitas usaha ini
diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha dan pada
akhirnya mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, KUR tidak hanya berfungsi sebagai
program pembiayaan, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan
ekonomi di masyarakat (Datt et al., 2020; Félix & Belo, 2019; Shah et al., 2022).

Selain itu, program KUR juga berkontribusi dalam membuka dan memperluas lapangan
kerja. Ketika usaha kecil dan mikro tumbuh, kebutuhan tenaga kerja meningkat, sehingga
menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Peningkatan kesempatan kerja ini
memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi angka pengangguran dan mendorong
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menjadi salah satu alasan penting mengapa
pemerintah terus mendorong pelaksanaan KUR secara optimal di berbagai daerah (Mujiatun et al.,
2023).

Melalui program KUR, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai
pengaksesan kredit di perbankan. Sebelumnya, banyak pelaku usaha mikro yang tidak memahami
bagaimana cara mengakses layanan keuangan formal. Dengan adanya sosialisasi KUR, mereka
tidak hanya mendapatkan pinjaman, tetapi juga edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan
pengembangan usaha. Pengetahuan ini sangat berguna bagi pelaku usaha untuk meningkatkan
keterampilan dan sumber daya yang mereka miliki, sehingga usaha yang dijalankan lebih terarah
dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha mikro yang telah mengakses
KUR, terlihat dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mereka. Setelah
memperoleh pembiayaan melalui KUR, banyak pelaku usaha melaporkan bahwa bisnis mereka
semakin berkembang, yang secara otomatis meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa KUR berhasil memberikan dampak nyata dalam meningkatkan
kapasitas usaha dan kesejahteraan masyarakat, menjadikannya program yang relevan dan penting
untuk mendukung UMKM di seluruh Indonesia.

Monitoring Bank Penyalur Kepada UKM Penerima KUR

Manajemen kredit merupakan aspek krusial dalam proses penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR) oleh bank agar dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah. Pengelolaan
kredit yang baik penting dilakukan agar bank dapat menjaga kualitas aset mereka dan
meminimalisir potensi kerugian akibat kredit macet. Dalam praktiknya, penyaluran kredit kepada
UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala yang membuat pembayaran cicilan atau
pengembalian pinjaman menjadi terganggu. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif
untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak
menimbulkan masalah di masa depan (Boussemart et al., 2019; Hanggraeni et al., 2019)

Salah satu metode yang terbukti efektif dalam mengatasi kendala kredit bermasalah
adalah dengan melakukan fungsi pengawasan yang ketat terhadap debitur. Pengawasan menjadi
langkah preventif yang membantu bank dalam memonitor kondisi usaha para debitur dan
memastikan mereka mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara berkala. Dengan adanya
pengawasan, bank dapat lebih mudah mendeteksi potensi masalah yang mungkin dihadapi
debitur lebih awal dan memberikan solusi yang sesuai sebelum situasi berkembang menjadi
kredit macet (Rehman et al., 2019; Tjun et al., 2022).
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Dalam konteks ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu lembaga penyalur
KUR telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang khusus untuk
memonitoring para debitur KUR. SOP ini berfungsi sebagai panduan bagi para petugas bank,
terutama Mantri, dalam melakukan pengawasan dan memberikan pendampingan yang diperlukan
oleh para pelaku usaha yang menerima KUR. Dengan adanya SOP, kegiatan monitoring dapat
dilakukan secara terstruktur dan konsisten sehingga setiap debitur dapat diperhatikan kondisinya
secara berkala (Halim et al., 2023; Wahyudi & Arbay, 2021)

Tugas pengawasan ini dilakukan oleh Mantri sebagai petugas lapangan yang bertanggung
jawab langsung terhadap debitur di wilayah mereka. Setiap Mantri wajib menjalankan SOP
monitoring ini, dengan melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi kondisi usaha debitur
secara berkala. Melalui pendekatan ini, BRI berupaya untuk mendukung usaha mikro dan kecil
agar dapat terus berkembang serta menjaga kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran.
Pengawasan yang dilakukan oleh Mantri ini bertujuan untuk memastikan bahwa KUR berjalan
dengan baik dan tidak berisiko tinggi terhadap kondisi keuangan bank (Arham et al., 2020).

Dengan menerapkan pengawasan yang disiplin, BRI dapat lebih efektif menghindari
potensi kredit macet di masa mendatang. Manajemen kredit yang baik, didukung oleh
pengawasan dan monitoring yang sesuai SOP, memungkinkan bank untuk menjaga stabilitas
penyaluran kredit dan mendukung pelaku usaha secara optimal. Langkah ini tidak hanya
bermanfaat bagi bank sebagai lembaga penyalur, tetapi juga bagi debitur yang mendapatkan
pendampingan untuk mengembangkan usahanya dengan lebih terarah dan berkelanjutan.

Suku Bunga Kredit

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan bersubsidi yang disediakan oleh
pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM). Program ini menawarkan suku bunga rendah, yakni sekitar 6%
per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan bunga kredit komersial lainnya. Dana KUR berasal
sepenuhnya dari bank penyalur, dan dengan tingkat bunga yang lebih rendah, program ini
diharapkan mampu meringankan beban keuangan para pelaku usaha sehingga mereka dapat
mengembangkan usaha secara berkelanjutan. KUR tidak hanya membantu dalam hal permodalan
tetapi juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi mikro dan
mengurangi angka kemiskinan (Pangeran & Khoirunurrofik, 2023; Yuliany, 2022).

Dalam wawancara dengan pelaku usaha, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka
memilih KUR karena suku bunganya yang rendah dibandingkan program kredit lain. Dengan
biaya kredit yang terjangkau, KUR memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk
memperoleh tambahan modal tanpa merasa terlalu terbebani oleh biaya bunga yang tinggi.
Program ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa
kekhawatiran besar terkait pembayaran bunga. Hal ini membuktikan bahwa KUR menjadi pilihan
yang menarik di kalangan UMKM yang mengutamakan efisiensi dalam pembiayaan usaha
mereka.

Relevansi antara penyaluran KUR dan prinsip ekonomi Islam terlihat pada nilai
keseimbangan yang menjadi dasar ekonomi Islam. KUR menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban, di mana pelaku usaha memiliki hak untuk menerima bantuan permodalan melalui
program KUR, namun juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara
tepat waktu. Prinsip ini sejalan dengan konsep dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan
dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi, sehingga program KUR dianggap relevan dalam
mendukung nilai-nilai keseimbangan ekonomi.
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Secara keseluruhan, program KUR memberikan dampak positif dalam mendukung
pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Melalui subsidi bunga, KUR mampu menurunkan biaya
kredit dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku UMKM yang membutuhkan
tambahan modal. Dengan demikian, KUR tidak hanya menjadi program kebijakan finansial,
tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan ekonomi

yang inklusif, di mana pelaku usaha dari berbagai latar belakang dapat berkembang dengan lebih
baik

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
di Kota Manado pada tahun 2023 belum mencapai target yang diharapkan. Salah satu penyebab
utama adalah sosialisasi yang kurang optimal kepada masyarakat. Padahal, KUR dirancang untuk
memberikan dukungan finansial yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) guna mengembangkan usaha mereka. Dengan sosialisasi yang lebih intensif,
diharapkan bahwa lebih banyak pelaku usaha di Kota Manado dapat mengenal dan
memanfaatkan program ini.

Program KUR memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal kemudahan persyaratan dan
suku bunga kredit yang rendah. Syarat-syarat yang mudah membuat KUR dapat diakses oleh
berbagai kalangan pelaku usaha yang mungkin kesulitan mengakses kredit komersial. Selain itu,
suku bunga yang relatif kecil dibandingkan dengan program permodalan lain menjadikan KUR
sebagai pilihan unggulan bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha. Faktor-faktor ini
menunjukkan bahwa KUR adalah kebijakan yang sangat penting dalam memperkuat permodalan
usaha kecil dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain membantu dalam permodalan, KUR juga berperan penting dalam mendukung
kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan memberdayakan
UMKM. Dengan dukungan finansial yang tepat, usaha kecil diharapkan dapat tumbuh lebih cepat,
menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara
keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi KUR yang efektif di Kota Manado dapat
memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Penelitian ini memberikan saran agar kerjasama antara pemerintah dan lembaga penyalur
KUR, seperti bank, perlu ditingkatkan. Kerjasama yang solid diperlukan untuk memastikan
bahwa sosialisasi program KUR berjalan dengan baik, sehingga masyarakat, khususnya pelaku
usaha, lebih memahami manfaat dan cara mengakses program ini. Dengan adanya kolaborasi
yang erat, pemerintah dan lembaga penyalur dapat memperluas jangkauan KUR dan memastikan
bahwa informasi program ini menjangkau semua lapisan masyarakat.

Selain sosialisasi, edukasi yang persuasif juga perlu diberikan kepada nasabah KUR untuk
membantu mereka mengelola usaha dengan baik dan menghindari kredit macet. Edukasi ini
penting agar debitur dapat mengembangkan usaha mereka dengan bertanggung jawab, serta
memahami konsekuensi dari keterlambatan atau kegagalan membayar pinjaman, seperti masuk
daftar hitam dalam layanan pinjaman BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan
(SLIK). Dengan pendekatan ini, program KUR tidak hanya menyediakan permodalan tetapi juga
mendukung keberlanjutan usaha para debitur.
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